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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Transformasi Tata Kelola Pariwisata Teluk Tomini 

melalui penerapan Agile Governance sebagai strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia 

(SDM) di sektor pariwisata Teluk Tomini, Gorontalo. Agile Governance merupakan pendekatan 

tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap perubahan, memungkinkan organisasi publik 

untuk menghadapi tantangan yang dinamis. Revitalisasi kelembagaan dalam konteks ini 

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, sinergi antar pemangku kepentingan, serta 

memperkuat peran SDM dalam mengelola destinasi wisata unggulan di Teluk Tomini. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen kebijakan 

terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Agile Governance dapat meningkatkan 

fleksibilitas dalam tata kelola, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memperbaiki kualitas 

SDM dalam pengelolaan pariwisata. Tantangan utama yang dihadapi meliputi ego sektoral, 

keterbatasan pendanaan, dan kurangnya kompetensi SDM lokal. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa Agile Governance dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan daya saing 

pariwisata daerah jika didukung oleh kebijakan yang inklusif dan kolaboratif. 

Kata Kunci: Agile Governance, Revitalisasi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the Transformation of Tomini Bay Tourism Governance through the 

application of Agile Governance as a strategy to improve human resources in the tourism sector 

of Tomini Bay, Gorontalo. Agile Governance is a governance approach that is responsive and 

adaptive to change, enabling public organizations to face dynamic challenges. Institutional 

revitalization in this context aims to increase the effectiveness of coordination, synergy between 

stakeholders, and strengthen the role of human resources in managing leading tourist 

destinations in Tomini Bay. This study uses a descriptive qualitative method with a case study 

approach. The data collection technique was carried out through in-depth interviews and 

analysis of related policy documents. The results of the study show that the implementation of 

Agile Governance can increase flexibility in governance, strengthen cross-sector synergy, and 

improve the quality of human resources in tourism management. The main challenges faced 

include sectoral egos, limited funding, and lack of competence of local human resources. This 

study concludes that Agile Governance can be an effective solution in increasing regional 

tourism competitiveness if supported by inclusive and collaborative policies. 
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PENDAHULUAN 

Pengelolaan pariwisata di Kawasan Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo, memiliki 

potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan 

masyarakat setempat. Dengan keindahan alam yang menonjol seperti Pantai Olele, 

Pulau Saronde, dan Pulau Cinta, kawasan ini telah lama dikenal sebagai destinasi wisata 

unggulan. Namun, permasalahan dalam tata kelola pariwisata, termasuk ego sektoral, 

kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, dan ketidakjelasan wewenang antara 

pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal, masih menjadi tantangan utama yang 

menghambat optimalisasi potensi kawasan tersebut. Pendekatan birokrasi tradisional 

sering kali menyebabkan fragmentasi kebijakan, di mana program-program pariwisata 

berjalan secara parsial tanpa adanya koordinasi yang baik. Adapun dalam organisasi 

pemerintahan penyederhanaan prosedur administrasi bertujuan untuk mengurangi 

birokrasi yang berlebihan dan mempercepat pelayanan publik (Aneta et al., 2023). 

Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan destinasi wisata berjalan secara terpisah-

pisah dan menurunkan daya saing kawasan sebagai tujuan wisata utama. Untuk 

mengatasinya, dibutuhkan pendekatan yang lebih responsif dan mampu beradaptasi 

dengan cepat terhadap perubahan serta aspirasi masyarakat. Salah satu pendekatan yang 

dapat diterapkan adalah Agile Governance, yang menekankan pada tata kelola yang 

lentur, kolaboratif, dan berfokus pada pencapaian hasil. Pendekatan ini dinilai relevan 

dalam merespons tantangan kompleks dalam pengelolaan sektor pariwisata. Temuan 

awal menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata yang ada belum 

memberikan dampak nyata terhadap kemajuan pembangunan daerah. Salah satu 

penyebabnya adalah kurang optimalnya pengembangan potensi wisata alam dan budaya 

akibat keterbatasan anggaran, sementara di sisi lain, pemerintah daerah masih 

menghadapi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang cukup besar. 

Berdasarkan Data BPS 2022, jumlah wisatawan mancanegara menurun. 

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa tamu wisata mancanegara lebih sedikit 

dibandingkan dengan wista nusantara, hal ini mengindikasikan bahwa Gorontalo belum 

mampu menarik perhatian wisatawan untuk betah berlama-lama tinggal menikmati 

obyek wisata di Gorontalo. 
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Gambar 1 

Jumlah Wisatawan 

Permasalahan lainnya adalah munculnya aktor kebijakan yang akan mengklaim 

bahwa sektor tersebut berada dalam kekuasaan mereka. Pada tahapan inilah kemudian 

muncul konflik kepentingan dari berbagai aktor, mulai dari pihak pemerintah daerah 

dengan misi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Swasta atau pihak investor yang 

berorientasi pada profit, sampai pada masyarakat lokal yang menggantungkan mata 

pencahraian di lokasi wisata tersebut. Ini menarik untuk diteliti karena ada beberapa 

objek wisata yang dulunya pernah menjadi andalan daerah kabupaten/kota masing-

masing, namun sekarang kondisinya kurang berkembang. 

Kecenderungan para implementor kebijakan berpengaruh dalam pengunaan 

wewenang dalam pengembilan sebuah kebijakan. Jika para pemangku kepentingan 

mempunyai misi yang berbeda dari badan-badan pelaksana, maka program badan-badan 

tersebut cenderung “distorsi”. Lebih lanjut kecenderungan gtersebut akan menyebabkan 

“fragmantasi “ birokrasi karena unit-unit organisasi serta para pihakk yang memiliki 

kepentingan saling berebut sumber-sumber dan otonomi. 

Masalah ini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pengembangan 

sektor pariwisata di daerah. Jika ditelaah lebih jauh, terdapat berbagai kendala yang 

turut memperlambat kemajuan sektor ini. Beberapa di antaranya meliputi: (1) masih 

terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap menghadapi 

tuntutan industri pariwisata, (2) kurangnya kelengkapan fasilitas penunjang (amenitas) 

yang menjadi elemen penting dalam mendukung kenyamanan wisatawan, (3) belum 

optimalnya distribusi manfaat ekonomi dari pertumbuhan sektor pariwisata akibat 

lemahnya kelembagaan, (4) potensi terhambatnya kesinambungan program akibat 

dinamika politik, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan daerah, serta (5) belum 

adanya keterlibatan investor dalam mendukung pengembangan destinasi wisata secara 

berkelanjutan. 
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Selanjutnya untuk itu dibutuhkan sebuah pendekatan atau metode tata kelola 

pemerintah yang baik yaitu pendekatan Agile Governance. Agile Governance adalah cara 

mengelola pemerintahan dengan cepat dan responsif, memungkinkan pemerintah untuk 

beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 

efisien (Luqmani & Tamrin, 2022). Keunggulan pendekatan Agile Governance adalah 

melakukan implikasi terhadap birokrasi, focus pada sarat kecepatan dan kemudahan. 

Berfikir out of the box serta perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan 

dilakukannya revitalisasi fungsi pemerintah daerah melalui Agile Governance dalam 

pengelolaan pariwisata adalah: 1) Menjaga agar tujuan/program pemerintah dapat 

terlaksana dengan baik dan benar. 2) Menjaga agar pelaksanaan Program Pemerintah 

dapat dilakukan dengan waktu relative singkat dengan menggunakan semua aspek 

perubahaan yang efektif. 3) Menciptakan kultur birokrasi baru yang sigap, tangkas dan 

cerdas.  

Selanjutnya untuk melihat kebaruan penelitian dengan mengkaji beberapa 

penelitian sebelumnya, Erlinda (2021) menjelaskan bahwa revitalisasi merupakan 

proses menghidupkan kembali tradisi lama melalui bentuk atau pendekatan baru, tanpa 

menghilangkan nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya (Saputri et al., 2021). 

Dalam konteks organisasi, Gouillart dan Kelly menekankan bahwa revitalisasi berfungsi 

sebagai pendorong pertumbuhan, dengan cara menyelaraskan arah organisasi terhadap 

dinamika lingkungan, baik internal maupun eksternal. Sedarmayanti (2010:79) 

mengemukakan bahwa revitalisasi dapat menjadi strategi dalam penataan kelembagaan, 

yang bertujuan memberikan energi baru bagi organisasi agar mampu meningkatkan 

kinerjanya. Revitalisasi ini mencakup perumusan ulang tugas dan wewenang, 

pengalokasian anggaran secara lebih tepat, serta penguatan instrumen pendukung 

pelaksanaan tugas. Lebih lanjut, Sedarmayanti (2010:14) menegaskan bahwa berbagai 

dimensi administrasi dan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik saling 

berkaitan secara sistemik, dan dapat dikelompokkan ke dalam aspek-aspek utama 

seperti kelembagaan, struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta 

pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. 

Agile Governance, yang juga dikenal sebagai konsep pemerintahan cerdas, gesit, 

atau responsif, menawarkan pendekatan baru dalam tata kelola organisasi publik. 

Keunggulan dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya menyederhanakan proses 

birokrasi, menekankan kecepatan dan kemudahan layanan, mendorong cara berpikir 

yang inovatif dan tidak konvensional, serta mengarahkan terciptanya sistem 

pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Agile Governance hadir sebagai respons 

terhadap kebutuhan akan model birokrasi yang lebih adaptif dan modern. Secara umum, 

konsep ini merujuk pada kapasitas suatu organisasi untuk secara cepat dan efektif 

menanggapi perubahan yang tidak terduga, dalam rangka memenuhi ekspektasi dan 
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tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Agile governance terdiri dari enam aspek: 

faktor lingkungan, faktor moderator, kemampuan tangkas, kemampuan tata kelola, 

operasi bisnis, dan penyampaian nilai (Danar et al., 2024). 

Penerapan konsep Agile Governance bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas 

organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di 

era digital saat ini, konsep ini mampu merespons berbagai tantangan yang muncul 

akibat perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis. Istilah agile yang awalnya berasal 

dari dunia pengembangan perangkat lunak (software), secara analogis memerlukan 

brainware yaitu sumber daya manusia yang visioner dan inovatif guna menciptakan 

sistem pemerintahan yang mudah diakses, cepat dalam pelayanan, dan unggul dalam 

kualitas. Sejalan dengan visi “Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia”, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengatur 

pentingnya transformasi digital melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 

2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE). Regulasi ini menekankan pentingnya inovasi berbasis teknologi informasi oleh 

setiap kepala daerah dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta memberikan kemudahan layanan bagi instansi pemerintah pusat, 

daerah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, individu, dan seluruh pemangku 

kepentingan lainnya yang terhubung dengan ekosistem SPBE. 

Agile Governance sebagai dasar perubahan tata kelola yang mengikuti 

perkembangan zaman secara cepat, serta memberikan yang terbaik dari tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat adalah kolaborasi dari revolusi industry 4.0 dan society 5.0 yang 

diharapkan mampu menciptakan inovasi instant yang dapat diakses oleh seluruh 

kalangan dan seluruh instansi. Secara keseluruhan bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian terbaru, sebab belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga ini 

menjadi hal penting untuk diteliti, dengan adanya pandangan yang berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya, terutama pandangan secara keilmuan administrasi 

publik.  

Tujuan penelitian ini adalah menggali lebih dalam tentang kajian Revitalisasi 

Fungsi Kelembagaan melalui Agile Governance sebagai strategi peningkatan sumber daya 

manusia dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Teluk Tomini, Gorontalo, Indonesia. 

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang bagaimana penerapan Agile Governance dapat memperkuat fungsi 

kelembagaan serta berkontribusi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia 

dalam sektor pariwisata di Kawasan Teluk Tomini. Melalui pendekatan ini, diharapkan 

pengelolaan pariwisata menjadi lebih adaptif, responsif, dan inovatif dalam menghadapi 

dinamika lingkungan yang terus berubah. Sumber daya manusia yang kompeten, serta 

menyususn program kerja yang efektif dan cepat memperoleh hasil yang maksimal. 
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Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses revitalisasi 

fungsi pemerintah daerah melalui pendekatan agile governance dalam pengelolaan 

pariwisata yang berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta kualitas 

pelayanan publik. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi 

kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku 

kepentingan, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen kebijakan yang 

terkait dengan pengelolaan pariwisata di Teluk Tomini. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan 

dalam praktik tata kelola saat ini. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Potensi pariwisata Provinsi Gorontalo memiliki peluang besar untuk menjadi 

salah satu sektor unggulan yang mampu mendorong perekonomian daerah. Hal ini 

didukung oleh keindahan alam yang unik, kekayaan budaya lokal, dan berbagai 

destinasi wisata yang beragam. Salah satu daya tarik utama di Gorontalo adalah 

keindahan alam bawah lautnya yang dapat dinikmati di Pantai Olele, yang terkenal 

dengan spot menyelam dan pemandangan bawah laut yang memukau. Pantai ini bahkan 

dijuluki sebagai The Hidden Paradise oleh wisatawan mancanegara. Selain itu, destinasi 

lain seperti Pulau Saronde dan Pulau Cinta dengan pantai berpasir putih dan fasilitas 

yang memadai juga berpotensi menarik wisatawan, baik domestik maupun 

internasional. 

Selain pesona alamnya, Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi wisata sejarah 

yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Benteng Otanaha adalah salah satu ikon sejarah 

di Kota Gorontalo yang menyimpan banyak nilai historis dan menawarkan 

pemandangan indah Danau Limboto dari atas. Meskipun memiliki potensi besar, 

pengelolaan Benteng Otanaha masih memerlukan perhatian khusus, terutama dari segi 

pemeliharaan fasilitas dan promosi wisata agar dapat menarik lebih banyak pengunjung. 

Jika dilakukan pengembangan secara optimal, Benteng Otanaha bisa menjadi pusat 

wisata edukasi dan sejarah yang menarik bagi wisatawan yang ingin memahami sejarah 

Gorontalo lebih dalam. Berikut dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2 

Benteng Otanaha Kota Gorontalo 

 

Wisata alam dan sejarah, potensi wisata budaya di Gorontalo juga sangat besar. 

Berbagai tradisi lokal yang unik dan masih dilestarikan oleh masyarakat, seperti adat 

istiadat dan seni pertunjukan tradisional, dapat dijadikan daya tarik bagi wisatawan. 

Desa-desa wisata seperti Desa Bubohu yang menawarkan pengalaman wisata berbasis 

budaya dan tradisi lokal adalah salah satu contoh bagaimana potensi ini bisa 

dikembangkan. Kegiatan pariwisata berbasis komunitas seperti ini tidak hanya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tetapi juga dapat memperkuat identitas 

budaya Gorontalo di mata wisatawan. 

Berikut kita dapat melihat jumlah wisata yang ada di Provinsi Gorontalo 

berdasarkan diagram berikut: 

 

 
Diagram 1 

Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo 

. .
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Jumlah destinasi wisata di Provinsi Gorontalo, yang mencakup berbagai desa 

wisata dan destinasi pariwisata, menunjukkan potensi besar yang dapat dikembangkan 

lebih lanjut. Meskipun beberapa kabupaten seperti Gorontalo dan Gorontalo Utara 

memiliki jumlah destinasi yang cukup tinggi, daerah lainnya seperti Kota Gorontalo dan 

Kabupaten Pohuwato masih memiliki keterbatasan dalam hal kuantitas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata di Gorontalo belum merata dan 

memerlukan perencanaan strategis serta sinergi dari berbagai pihak untuk 

memaksimalkan potensi yang ada. Selain itu, peningkatan promosi, perbaikan 

infrastruktur, dan optimalisasi manajemen destinasi perlu menjadi prioritas agar setiap 

wilayah dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendongkrak sektor pariwisata dan 

ekonomi lokal. 

Namun, meskipun memiliki berbagai potensi, pengembangan pariwisata di 

Gorontalo masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satu kendala utama 

adalah minimnya sinergi antar pemangku kepentingan, baik antara pemerintah provinsi, 

kabupaten/kota, maupun pihak swasta. Konflik kepentingan dan ego sektoral seringkali 

menghambat implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang terpadu dan 

menyeluruh. Selain itu, rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam 

industri pariwisata juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya 

kualitas layanan wisata di berbagai destinasi di Gorontalo. Sumber daya manusia 

(SDM) memainkan peran yang sangat penting dalam industri pariwisata dan perhotelan, 

terutama dalam konteks kualitas layanan yang diberikan kepada pengunjung. Penelitian 

menunjukkan bahwa elemen manusia dalam organisasi pariwisata berkontribusi 

signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta keunggulan kompetitif 

organisasi (Aryaningtyas et al., 2020). Kualitas layanan yang tinggi tidak hanya 

bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada interaksi antara staf dan pengunjung, 

yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan karyawan (Mastarida, 2023). 

Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang efektif, termasuk pelatihan dan pengembangan 

karyawan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan, pada gilirannya, 

kepuasan wisatawan (Puspa, 2023; Wulandami, 2023).  

Dalam konteks destinasi wisata, kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia 

layanan pariwisata sangat mempengaruhi citra destinasi dan loyalitas pengunjung. 

Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara kualitas layanan dan 

kepuasan pengunjung, yang berujung pada loyalitas mereka terhadap destinasi tersebut 

(Diarta & Sarjana, 2020; Trisnawati & Wibisono, 2022). Citra destinasi yang positif 

dapat dibangun melalui pengalaman layanan yang memuaskan, yang mencakup 

berbagai aspek seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan (Kanom & Darmawan, 

2020a). Oleh karena itu, pengembangan strategi yang berfokus pada peningkatan 
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kualitas layanan dan pengelolaan SDM yang baik menjadi sangat penting untuk menarik 

dan mempertahankan wisatawan (Nurfaida et al., 2021; Setiawan, 2023). Selain itu, 

tantangan dalam pengelolaan destinasi wisata sering kali berkaitan dengan faktor-faktor 

eksternal seperti kebersihan lingkungan dan keamanan, yang juga mempengaruhi 

kualitas layanan (Kanom & Darmawan, 2020b). Oleh karena itu, penting bagi pengelola 

destinasi untuk menerapkan strategi pengembangan yang berkelanjutan dan responsif 

terhadap kebutuhan wisatawan, serta untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi 

SDM mereka (Aswaty & Anggraini, 2022; Usman et al., 2022). 

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan pendekatan kolaboratif yang 

melibatkan aktor pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, komunitas, sektor swasta, 

dan media. Strategi pemasaran yang lebih agresif, termasuk digitalisasi promosi, serta 

pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas agar dapat 

meningkatkan daya saing pariwisata Gorontalo di tingkat nasional maupun 

internasional. Dengan pendekatan yang tepat, potensi besar ini dapat dikembangkan 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Selain itu dalam 

penelitian lebih menekankan pada revitalisasi fungsi pemerintah daerah dalam 

mengelola potensi wisata Gorontalo dan mengkaji lebih mendalam faktor penentu 

penerapan agile governance. 

Proses revitalisasi fungsi pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata 

Berdasarkan hasil penelitian, proses revitalisasi fungsi pemerintah daerah dalam 

pengelolaan pariwisata di Provinsi Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan 

yang signifikan, terutama pada aspek sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini 

menyoroti bahwa kebijakan pengembangan pariwisata daerah belum efektif karena 

adanya ego sektoral di antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pelaku 

swasta, yang menyebabkan kebijakan sering kali berjalan secara individual tanpa 

adanya koordinasi yang baik. Sebagai hasilnya, pengelolaan destinasi wisata, seperti 

Lombongo, Benteng Otanaha, dan Pentadio Resort, berjalan secara parsial tanpa visi 

pembangunan yang terpadu. 

Dikatakan oleh salah satu informasi perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi 

Gorontalo sebagai berikut: 

“Secara umum, pengelolaan pariwisata masih jauh dari kata optimal. Salah satu 

kendala utamanya adalah kurangnya kompetensi SDM lokal. Kami sudah 

beberapa kali mengadakan pelatihan, tetapi hasilnya belum terlihat signifikan 

dalam operasional sehari-hari. Banyak pegawai yang belum paham mengenai 

konsep pariwisata berkelanjutan, sehingga mereka kesulitan menerjemahkan 

kebijakan menjadi program yang efektif di lapangan” (10 September 2024) 
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Berikut disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Wisata Lombongo terkait 

dengan keterlibatan masyarakat: 

“Kami seringkali hanya dilibatkan saat ada acara besar, seperti kunjungan 

bupati atau event pariwisata. Setelah itu, perhatian dari pihak Dinas Pariwisata 

berkurang. Kami ingin lebih dari sekadar pelengkap. Kami ingin dilibatkan 

secara aktif dalam pengelolaan sehari-hari, karena yang paling tahu kondisi dan 

kebutuhan di lapangan adalah masyarakat yang tinggal di sini” (15 Agustus 

2024) 

Dari hasil wawancara dengan para pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 

dan masyarakat setempat, ditemukan bahwa ego sektoral menjadi hambatan utama 

dalam menciptakan program pengembangan yang komprehensif. Masyarakat di sekitar 

kawasan wisata merasa kurang dilibatkan dalam pengelolaan, sementara pemerintah 

daerah lebih mengutamakan kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan komunitas lokal. Hal ini menyebabkan 

adanya resistensi dari masyarakat setempat yang merasa tidak mendapatkan manfaat 

langsung dari aktivitas pariwisata. 

Data analisis dari Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa 

beberapa destinasi pariwisata utama di Gorontalo, seperti Pantai Olele, Pulau Saronde, 

dan Pulau Cinta, mencatatkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik 

maupun internasional pada tahun 2018-2019. Namun, sejak pandemi Covid-19, terjadi 

penurunan signifikan hingga mencapai 88,82% pada tahun 2020, yang mengindikasikan 

bahwa ketergantungan pariwisata pada pasar internasional cukup tinggi. Selain itu, dari 

segi pendapatan, target yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata untuk pengelolaan 

Pentadio Resort di tahun 2020 tidak tercapai, hanya menghasilkan Rp 487 juta dari 

target Rp 1,7 miliar.Dari perspektif aktor kebijakan, penelitian ini mengungkapkan 

bahwa untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan revitalisasi melalui pendekatan 

kolaboratif yang melibatkan aktor pentahelix (pemerintah, akademisi, komunitas, sektor 

swasta, dan media). Melibatkan lebih banyak aktor dengan menetapkan peran yang jelas 

dapat membantu menurunkan konflik kepentingan dan memaksimalkan potensi wisata 

yang ada. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya pengembangan SOP (Standard 

Operating Procedure) pengelolaan pariwisata yang berorientasi pada kepentingan 

bersama, serta meningkatkan pelatihan komunikasi dan keterampilan manajemen 

destinasi bagi pegawai dan masyarakat lokal. 

Revitalisasi fungsi pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi 

Gorontalo membutuhkan perbaikan dari segi koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan 

sumber daya manusia agar dapat menciptakan pengelolaan pariwisata yang lebih 

terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih 

inklusif serta memanfaatkan potensi kerjasama dengan sektor swasta untuk menutupi 
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keterbatasan anggaran dan meningkatkan daya saing pariwisata Gorontalo secara 

nasional dan internasional. Revitalisasi sektor pariwisata di Indonesia memerlukan 

perhatian serius terhadap pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia 

(SDM). Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan 

ekonomi daerah, namun sering kali dihadapkan pada tantangan serius terkait 

kekurangan SDM yang berkualitas. Menurut Umasugi, pemerintah daerah menghadapi 

masalah mendasar berupa kekurangan SDM dalam mengelola layanan pariwisata, yang 

menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut (Umasugi, 2023). Oleh karena 

itu, pemetaan kebutuhan SDM dalam pengelolaan kawasan ekowisata menjadi sangat 

penting untuk memastikan bahwa pariwisata dapat dikelola secara efektif dan 

berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat dan manajemen SDM yang berbasis kompetensi 

juga menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja pegawai di sektor pariwisata. 

Pendapat (Istiantara, 2019) menekankan pentingnya pengembangan manajemen 

SDM yang berbasis kompetensi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini relevan 

dengan sektor pariwisata, di mana peningkatan kompetensi SDM dapat berkontribusi 

pada peningkatan kualitas layanan dan daya tarik destinasi wisata. Selain itu, Kanom 

dan Darmawan mengidentifikasi bahwa kendala dalam pengelolaan pariwisata, seperti 

manajemen destinasi dan kebersihan lingkungan, dapat diatasi dengan strategi 

pengembangan yang tepat (Kanom & Darmawan, 2020b). Ini menunjukkan bahwa 

pengembangan kelembagaan dan manajemen SDM yang baik dapat mengatasi 

tantangan yang ada. Lebih lanjut, pengembangan SDM di sektor pariwisata harus 

mempertimbangkan aspek pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Menurut 

Adiyanti dan Nugraha, kinerja SDM yang baik sangat dipengaruhi oleh kompensasi dan 

pengembangan yang tepat (Adiyanti & Nugraha, 2023). Dalam konteks pariwisata, hal 

ini berarti bahwa pelatihan yang berkelanjutan dan insentif yang sesuai dapat 

meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Selain itu, Nandi menekankan bahwa 

pengelolaan dan pengembangan SDM yang baik di sektor pariwisata harus melibatkan 

partisipasi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat (Nandi, 2016). Ini 

menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pengembangan kelembagaan dan 

SDM sangat penting untuk mencapai tujuan revitalisasi pariwisata. 

Selain itu kelembagaan yang kuat sangat penting dalam pengelolaan pariwisata 

yang berkelanjutan. Menurut Margaretha (Margaretha, 2024), penguatan organisasi dan 

reformasi kelembagaan merupakan bagian integral dari strategi capacity building dalam 

pengembangan pariwisata. Hal ini termasuk kerja sama antar stakeholder, promosi 

pariwisata berkelanjutan, dan pengembangan program ekowisata. Koordinasi yang baik 

antar instansi dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk memastikan bahwa 

semua pihak terlibat dalam proses revitalisasi, seperti yang diungkapkan oleh (Kuhaja, 

2014; Nurmawati et al., 2022). Mereka menunjukkan bahwa tanpa adanya kelembagaan 



PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik 

  Universitas Bina Taruna Gorontalo 

Volume 12 Nomor 2, 2025 

 

Yanti Aneta, Cs: Agile Governance: Transformasi Tata Kelola…. Page 885 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) 

Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online) 

 

formal dan koordinasi yang baik, pengembangan pariwisata tidak akan berjalan efektif. 

Selain itu peningkatan sumber daya manusia sangat menentukan (Rachman et al., 2016).  

Faktor-faktor Penentu penerapan pendekatan Agile Governance 

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor penentu penerapan pendekatan Agile 

Governance menunjukkan bahwa terdapat beberapa elemen kunci yang mempengaruhi 

keberhasilan penerapan pendekatan ini, yaitu: 

1) Penerapan pendekatan Agile Governance di Provinsi Gorontalo sangat dipengaruhi 

oleh kualitas komunikasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

kebijakan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. 

Komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak 

memahami tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam implementasi 

kebijakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya masalah komunikasi yang 

menyebabkan ketidakselarasan antara implementasi kebijakan dan target yang ingin 

dicapai. Masih banyak terjadi miskomunikasi antar lembaga, yang menyebabkan 

koordinasi yang kurang baik, serta kesulitan dalam menyelaraskan visi dan misi di 

lapangan. Kepemimpinan yang adaptif juga menjadi salah satu faktor penentu 

utama keberhasilan penerapan Agile Governance. Pemimpin yang mampu 

beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan serta memiliki kemampuan untuk 

memimpin secara kolaboratif dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih 

responsif. Penelitian ini menemukan bahwa di tingkat pemerintah daerah, banyak 

kebijakan yang tidak diimplementasikan dengan baik karena kurangnya dukungan 

dari pimpinan daerah untuk berinovasi. Para pemimpin sering kali lebih berfokus 

pada pencapaian target jangka pendek, yang menyebabkan kurangnya dorongan 

untuk berkolaborasi lintas sektor. 

2) Faktor lain yang juga berperan signifikan adalah kompetensi Sumber Daya Manusia 

(SDM). Keberhasilan penerapan Agile Governance sangat bergantung pada kualitas 

SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pegawai yang memiliki 

kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kritis, serta berinovasi cenderung lebih 

mudah mendukung penerapan kebijakan yang responsif. Namun, dari hasil 

wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Pariwisata, diketahui bahwa sebagian 

besar pegawai merasa belum memiliki keterampilan yang memadai, terutama dalam 

hal pemanfaatan teknologi digital dan penerapan kebijakan yang berbasis data. Hal 

ini menunjukkan bahwa perlu ada program peningkatan kapasitas SDM yang lebih 

sistematis dan berkelanjutan. 

3) Selain itu, konflik kepentingan antara berbagai aktor kebijakan juga menjadi 

tantangan besar dalam penerapan Agile Governance. Ego sektoral dan perbedaan 

prioritas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sering kali menyebabkan 

kebijakan tidak berjalan sesuai rencana. Hasil wawancara dengan masyarakat 
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sekitar objek wisata menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah 

lebih menguntungkan sektor swasta, sementara masyarakat lokal merasa tidak 

mendapatkan manfaat yang seimbang. Kondisi ini menyebabkan resistensi dari 

masyarakat yang berdampak negatif terhadap efektivitas kebijakan di lapangan. 

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang lebih inklusif agar 

kepentingan semua pihak dapat diakomodasi. 

4) Terakhir, digitalisasi dan inovasi kebijakan juga menjadi faktor penentu yang 

krusial dalam penerapan Agile Governance. Penggunaan teknologi digital dalam 

proses perumusan dan implementasi kebijakan dapat membantu mempercepat 

proses pengambilan keputusan serta memperbaiki koordinasi antar pemangku 

kepentingan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi 

dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Gorontalo masih rendah, yang berdampak 

pada lemahnya promosi destinasi wisata dan kurang optimalnya pemasaran 

pariwisata secara digital. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

adopsi teknologi informasi serta mengembangkan strategi promosi yang lebih 

modern agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih adaptif dan responsif terhadap 

perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat. 

Faktor penentu dalam pendekatan Agile Governance sebagaimana disampaikan 

oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut: 

”Kolaborasi sangat penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang 

berkelanjutan. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan setiap pihak 

yang terlibat, termasuk masyarakat dan sektor swasta, memiliki pemahaman yang 

sama tentang tujuan pengembangan pariwisata. Di Pulau Saronde, misalnya, 

setelah ada kerjasama dengan pihak swasta, memang terjadi peningkatan fasilitas, 

tetapi partisipasi masyarakat lokal perlu lebih didorong." (12 September 2024) 

Uraian faktor penentu dalam pendekatan Agile Governance sebagaimana 

disampaikan oleh Staf Bidang Kebijakan dan Pengembangan Pariwisata Provinsi 

Gorontalo sebagai berikut: 

"Kompetensi SDM di Dinas Pariwisata masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam 

bidang digitalisasi dan pemahaman konsep pariwisata berkelanjutan. Banyak 

pegawai yang masih kurang memahami konsep Agile Governance dan cenderung 

menggunakan pendekatan konvensional dalam mengelola kebijakan, sehingga 

implementasinya seringkali tidak adaptif terhadap perubahan kebutuhan di 

lapangan." (10 September 2024) 

Berikut informasi yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat di Desa Wisata 

Lombongo sebagai berikut: 

"Kami berharap pemerintah lebih transparan dan mau mendengarkan masukan 

dari masyarakat setempat. Seringkali, kebijakan yang diterapkan lebih banyak 

menguntungkan pihak luar, seperti swasta, tanpa memperhatikan kebutuhan dan 

harapan masyarakat lokal. Padahal, masyarakat lokallah yang lebih memahami 
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kebutuhan di lapangan dan bisa membantu menjaga serta mengembangkan 

destinasi wisata ini." (15 September 2024) 

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata sangat penting, 

karena dapat berdampak signifikan pada efektivitas kebijakan pariwisata. Penelitian  

(Tohopi et al., 2024) menekankan bahwa pemerintah daerah harus mensinergikan 

upayanya dalam pengembangan pariwisata, dengan fokus pada analisis pemangku 

kepentingan dan memahami motivasi individu dalam koalisi advokasi. Hal ini sejalan 

dengan temuan (Ahmad et al., 2021) yang membahas peran Dinas Pariwisata Gorontalo 

selama pandemi Covid-19, menyoroti perlunya koordinasi yang efektif di antara para 

pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata bahkan di masa-masa 

sulit. Selain itu, Mopangga dan Puhi menegaskan bahwa pariwisata adalah sektor 

unggulan pendapatan daerah di Gorontalo, sehingga memerlukan perencanaan strategis 

dan implementasi kebijakan untuk memaksimalkan manfaatnya (Mopangga & Puhi, 

2019). Tidak hanya itu, dukungan infrastruktur sangat menentukan perkembangan dan 

kemajuan pariwisata (Hasan et al., 2025).  

Tata kelola yang tangkas muncul sebagai pendekatan penting dalam mengelola 

pengembangan pariwisata, terutama dalam menanggapi tantangan dinamis seperti 

pandemi. (Ramadyah et al., 2022) menggambarkan tata kelola yang tangkas sebagai 

kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, 

yang penting bagi organisasi publik yang terlibat dalam pariwisata. Konsep ini lebih 

lanjut didukung oleh temuan Bhatti dan Nawaz, yang membahas pentingnya kelincahan 

dalam rantai pasokan pariwisata, menekankan bahwa organisasi harus dapat dengan 

cepat merespons perubahan permintaan pasar dan kondisi lingkungan (Bhatti & Nawaz, 

2020), selain itu dalam tata Kelola pemerintahan yang baik maka perlu menerapkan 

prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi Masyarakat (Abdussamad et al., 

2024).  

Penerapan tata kelola yang tangkas di Gorontalo dapat meningkatkan daya 

tanggap kebijakan dan praktik pariwisata, sehingga meningkatkan kinerja pariwisata 

secara keseluruhan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata 

sangat penting. Keberhasilan inisiatif pariwisata seringkali bergantung pada partisipasi 

lokal dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya, Butolo 

menyoroti potensi geoproduk dalam mengembangkan pariwisata lokal dan mendukung 

UMKM di Gorontalo (Butolo, 2022). Hal ini digaungkan oleh Turambi, yang mencatat 

bahwa pemerintah daerah harus aktif terlibat dalam pengembangan pariwisata untuk 

memenuhi berbagai aspek, termasuk transportasi dan promosi (Turambi et al., 2023). 

Integrasi inisiatif pariwisata berbasis masyarakat dapat mengarah pada pembangunan 

berkelanjutan, menguntungkan ekonomi lokal dan pelestarian warisan budaya. 
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SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Agile Governance dalam 

pengelolaan pariwisata di Teluk Tomini, Gorontalo, memberikan dampak positif 

terhadap revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM). Pendekatan ini memungkinkan tata kelola yang lebih fleksibel, cepat, dan 

responsif terhadap perubahan, serta mampu memperkuat koordinasi lintas sektor antara 

pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi masih mencakup 

ego sektoral, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kompetensi SDM lokal. Oleh 

karena itu, penerapan Agile Governance perlu dilengkapi dengan peningkatan sinergi 

antar pemangku kepentingan dan pelatihan SDM yang berkelanjutan untuk mencapai 

tujuan pengembangan pariwisata yang lebih optimal. 

Penerapan Agile Governance di sektor pariwisata dapat membawa implikasi 

yang signifikan bagi peningkatan kualitas layanan publik dan pengelolaan destinasi 

wisata di Gorontalo. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi 

kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Agile untuk mempercepat proses 

pengambilan keputusan dan meminimalisir birokrasi yang kaku. Kedua, peningkatan 

kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing pariwisata 

daerah. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal menjadi 

kunci keberhasilan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. 

Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah daerah meningkatkan 

koordinasi lintas sektor guna mengatasi ego sektoral yang menghambat penerapan Agile 

Governance, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat 

lokal untuk menciptakan kebijakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Selain 

itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM lokal secara 

berkelanjutan agar mereka mampu mengelola destinasi wisata secara profesional dan 

memanfaatkan teknologi digital dengan efektif. Pemerintah juga perlu meningkatkan 

alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, sehingga dapat 

mendukung pertumbuhan sektor ini secara signifikan dan berkelanjutan. 

Kekuatan penelitian ini terletak pada pengenalan konsep Agile Governance yang 

masih jarang diterapkan dalam pengelolaan pariwisata, memberikan perspektif baru 

yang relevan. Selain itu, penggunaan wawancara mendalam menghasilkan wawasan 

yang kaya mengenai tantangan tata kelola pariwisata di Teluk Tomini, serta fokus pada 

revitalisasi kelembagaan yang memberi kontribusi signifikan pada teori tata kelola 

pemerintahan. Namun, kelemahan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif 

yang membatasi generalisasi hasil dan kurangnya pengukuran kuantitatif terhadap 

efektivitas Agile Governance. Selain itu, karena Agile Governance masih dalam tahap 

awal penerapannya di Gorontalo, data terkait implementasinya terbatas, dan aspek 

teknis pengelolaan pariwisata belum dibahas secara mendalam. 
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